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Upaya dalam perkembangan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat 

Indonesia yang adil dan makmur, diperlukan penyesuaian di sektor perbankan salah 

satunya perbankan syariah yang membutuhkan sistem pengaturan dan pengawasan 

yang semula berada pada BI beralih kepada OJK karena Indonesia telah mengalami 

proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan teknologi informasi 

serta inovasi finansial menciptakan sistem keuangan menjadi kompleks dinamis dan 

saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. 

 

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan 

masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Data yang digunakan data 

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. Pengolahan 

data dilakukan dengan cara identifikasi, pemeriksaan data, penyusunan data, 

dianalisis secara kualitatif, penarikan kesimpulan. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang OJK dalam pengaturan bank syariah 

sesuai ketentuan Pasal 8 UU OJK, khusus perbankan syariah. Dikaitkan dengan UU 

Perbankan syariah, tidak menggunakan unsur bunga (riba), spekulasi (maisir) dan 

ketidakjelasan atau ketidakpastian (gharar), mengacu pada prinsip-prinsip syariah. 

Pengawasan yang dilakukan OJK untuk menentukan status atau tindaklanjut bank 

terdiri dari pengawasan normal dilakukan terhadap bank yang memenuhi kriteria 

tidak memiliki potensi atau tidak membahayakan kelangsungan usahanya. 

Pengawasan intensif dan khusus, dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU OJK. 

Pengawasan tersebut saling berkaitan dengan subsektor lain seperti BI untuk 

menentukan apakah bank tersebut masih biasa dilakukan pembinaan atau akan 
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memberikan dampak yang buruk bagi tingkat kesehatan bank, maka OJK berhak 

melikuidasi bank tersebut. 
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